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GAMBARAN UMUM LOKAS| PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota Provins Riau dengan luas sekitar
632.26 km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0° 45’ Lintang
Utara dan 101° 14’ — 101° 34’ Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru
berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan
Kabupaten Siak dan Kabupaten Peldawan, di bagian selatan berbatasan
dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian
barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Selain berada di tengah Provinsi
Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau
Sumatera. Hal ini menyebabkan Pekanbaru mempunyai lokas yang strategis,
dan akan semakin strategis seiring dengan perkembangan pembangunan di
wilayah Sumatera maupun perkembangan di Malaysia dan Singapura.

Kota Pekanbaru mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landal,
berombak sampai bergelombang, dengan geologi lahan terdiri dari endapan
alluvium muda yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-
sisa bahan induk oleh aliran sungai. Lahan jenis ini mempunyai karakteristik
yang rentan terhadap gangguan aami maupun pengolahan lahan yang
berlebihan. Sebagian lahan Kota Pekanbaru juga mempunyai ciri formasi
minas yang karakteristiknya lebih baik namun memiliki kandungan mineral
lempung kaolinit yang mempunyal sifat porositas tanah rendah, yang dapat

menahan senyawa aluminium, sehingga tanah bersifat asam dan sangat korosif
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terhadap material logam. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota
Pekanbaru bervariasi, antara lain aluvia hidromorf, aluvia coklat
kekuningan, alluvial kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan
dua jenis tanah yang sulit dibedakan.Sebagaimana daerah tropis lainnya,
Pekanbaru mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada tahun
2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah
hujan rata-rata 306,39 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C
sampai dengan maksimum 29,3° C.

Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh
Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003
dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah
administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi
lagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2003, dimekarkan dari 50 wilayah addministras kelurahan menjadi 58
wilayah administrasi kelurahan. Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi
menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 RT (Rukun Tetangga). Populasi
penduduk Kota Pekanbaru sampa dengan Tahun 2012 akhir menurut Dinas

Penduduk dan catatan sipil K ota Pekanbaru mencapai 985.856 jiwa.*

B. Sgarah singkat Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia, disingkat
Kemenkumham, pada tahun 1945-1999 bernama Departemen Kehakiman,

pada tahun 1999-2001 berubah nama menjadi Departemen Hukum dan

*http://bappeda. pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis/diakses tanggal 29 januari 2014
pada hari kamisjam 17.45
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Perundang-undangan, lalu pada tahun 2001-2004 berubah nama lagi menjadi

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan tahun 2004-sekarang

menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Kementerian dalam

Pemerintahlndonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang segjak 19 Oktober2011

dijabat oleh Amir Syamsuddin. Kementrian Hukum dan HAM Republik

Indonesia memiliki fungsi, antaralain :2

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asas manusia.

2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi
kementerian.

3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan
pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang
menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang
hukum dan hak asasi manusia

4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
merupakan instans vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia
yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas

beberapa divis serta sgjumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor

2 Dokumen Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Riau
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Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika,
Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan), Bala Pemasyarakatan (Bapas), Baa Harta

Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

. Sgarah Kantor Wilayah Kemenkumham Riau

Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada
awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan
nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari
HoldingCompany ” yang berubah menjadi “ Integrated Type “.Sejalan dengan
konseps terpadu tersebut dilakukan pembenahan dan pemantapan struktur
organisasi Departemen Kehakiman dengan membentuk Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman yang merupakan instans vertikal dan  wadah
perpanjangan tunggal tangan Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi
Departemen Kehakiman di daerah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No: M.04.PN.07.10 Tahun 1982 tentang Organisas dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Seirng dengan
perkembangan ketatanegaraan dan terjadinya perubahan nomenklatur (nama)
Departemen maka K antor Wilayah juga mengalami perubahan nomenklatur.®

Adapun Perubahan Nomenkelatur Kantor Wilayah (Kanwil) tersebut
adalah :
1. Kanwil Departemen Kehakiman (1982)

2. Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999)

3 Dokumen Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Riau
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3. Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM (2000)
4. Kanwil Departemen Hukum dan HAM (2004 - 2009)
5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (2010)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau,
pada awalnya mempunyai wilayah yang meliputi Riau Daratan dan Riau
Kepulauan, namun segjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor : M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober
2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Propins
Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, maka secara otomatis
Kepulauan Riau sudah tidak termasuk lagi dalam wilayah tugas Kanwil
Departemen Hukum dan HAM Riau dan secara resmi ditandai dengan adanya
serah terima tugas dan tanggung jawab antara Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang
dilakukan padatanggal 13 April 2006 di Pekanbaru.*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau
sebagal pengemban visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asas
Manusia Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penegakan Hukum dan
perlindungan terhadap Hak Asas Manusia di Provins Riau, dalam
pelaksanaannya tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip Good
Governance yang merupakan prasyarat utama, untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapal cita-cita dan tujuan nasiona. Oleh karena itu,

4 Dokumen Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Riau
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untuk merealisasikan diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Namun untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan adanya strategi

melalui kerja sama dan koordinasi yang mantap antar instansi terkait dengan

menggunakan strategi yang relevan yaitu kemitraan dengan semua pelaku di

dalam sistem yang sinerjik baik internal maupun eksternal mencakup dimensi

pemantapan peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi sebagai

berikut :

1.

Pembinaan hukum nasional.
Pembentukan hukum.
Penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Pelayanan hukum.
Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum
Sumber daya manusia, sarana dan prasarana hukum
Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Kemenkumham Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia adalah instansi vertikal

Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia yang berkedudukan di
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Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaKantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM mempunya tugas melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia Republik
Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 disebutkan
bahwa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI
menyel enggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program  dan
pengawasan

2) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia

3) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian,

4) Administrasi hukum umum dan hak kekayaan intel ektual

5) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan
hak asas manusia

6) Pelayanan hukum

7) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum,
penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia

8) Pelaksanaan kebijakan dan Pembinaan tekhnis di bidang administras

di lingkungan Kantor Wilayah. °

®Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-
01.PR.07.10 Tahun 2005
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Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang menduduki jabatan
eselon Il A yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI
dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Divis serta pejabat
struktural dibawahnya. Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya
membantu Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan tugas pokoknya yang
terdiri dari :

1. Divisi Administrasi

2. Divisi Pemasyarakatan

3. Divis Keimigrasian

4. Divis Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Vis dan Misi

Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Riau mempunyai
Visi “ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum dan Misi “ Melindungi

Hak Asasi Manusia”



b. Struktur Organisas

8¢



c. Unit Pelaksana Teknis SeRiau
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Untuk daerah Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Riau membawahi 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Keimigrasian dan Pemasyarakatan yakni,

8.

0.

UPT Keimigrasian :
Kanim Dumai

Kanim Tembilahan
Kanim Klas | Pekanbaru
Kanim Klas Il Bengkalis
Kanim Siak

Kanim Bagan Siapi-api
Kanim Selat Panjang
Rudenim Pekanbaru.
UPT Pemasyarakatan

LPKlasIl A Pekanbaru
LPKlas |l A Bengkalis
LPKlas Il A Tembilahan
LPKlasll B Pasir Pangarayan
LPKlas |l B Bangkinang

LP Anak Klas I B Pekanbaru
Rutan Siak

Rutan Rengat

Rutan Dumai

10. Cab Rutan Teluk Kuantan
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11. Cab Rutan Bagan Siapi-api
12. Cab Rutan Selat Panjang
13. Bapas Pekanbaru

14. Rupbasan Pekanbaru

15. Rupbasan Bengkalis

16. Rupbasan Rengat

17. Rupbasan Bangkinang

18. Rutan Klas |1 B Pekanbaru

. Dasar Hukum Kementrian Hukum dan Ham

1. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 Tentang Ham

3. Undang-Undang N0.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

4. Undang-Undang No0.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

5. Undang -Undang No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

6. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten

7. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

8. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

9. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang K ehakiman

10. Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Pemasyarakatan

11. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

12. Undang-Undang No0.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.
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13. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 Tentang
Kedudukan,Tugas,Fungsi,Susunan  Organisass Dan Tata Kerja
Kementerian NegaraRI.

14. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2000 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas
Eselon | Kementerian Negara Ri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir

Dengan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2005.



